SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 29/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (4)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota, menyatakan bahwa Penetapan Nomor Urut dan
Daftar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan
KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan Nomor
Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017.



Mengingat

0=

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten-
Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang -
Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang -
Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang -
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5898);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4480), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008
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tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun
2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015
tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil-
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 720) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun
2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1373);
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9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1353).

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banggai Kepulauan Nomor 28/Kpts/KPU-Bangkep-
024 /2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017.

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 48/BA/KPU-
Bangkep-024/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang
Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT
DAN DAFTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017

Menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan

Tahun 2017 masing-masing :

1. Pasangan Calon Bupati Delmard Siako, A.Md dan
Wakil Bupati AKP (Purn) H. Nadjib P. Bangunan, SH
pada Nomor Urut 1 (satu);

2. Pasangan Calon Bupati Hery Ludong, ST dan
Wakil Bupati Adjumain Lumbon, S.Sos
pada Nomor Urut 2 (dua);

3. Pasangan Calon Bupati H. Zainal Mus dan Wakil Bupati
H. Rais D. Adam
pada Nomor Urut 3 (tiga);

4. Pasangan Calon Bupati Drs. H. Irianto Malingong, M.M
dan Wakil Bupati Hesmon Firatoni V.L. Pandili
pada Nomor Urut 4 (empat).
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Nama, nomor urut dan foto pasangan calon Bupati dan
Wakil Bupati dicantumkan dalam susunan Daftar Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai-
Kepulauan Tahun 2017.

Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU,
dipergunakan untuk :

1. Penyusunan/ percetakan surat suara Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
2017;

2. Untuk keperluan kampanye pasangan calon Bupati dan
Wakil Bupati;

3. Dipasang disetiap Tempat Pemungutan Suara pada hari

pemungutan suara.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 25 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

TAMIN

Sali sesuai dengan aslinya
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T KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
gian Hukum,

N

SYAHPRIYANTO\MUH. ARIPIN



